
BAB V

KESIMPULAN

5.1.Kesimpulan

Dari pembahasan dalam penulisan ini terdapat beberapa kesimpulan

dalam menjawab rumusan masalah :

5.1.1. Penyelenggara P2P Lending melakukan Program Anti Pencucian Uang

dengan menerapkan CDD secara elektronik atau dikenal juga sebagai

E-KYC. E-KYC meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan

kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dengan

menggunakan teknologi informasi. Dengan adanya E-KYC, P2P

Lending dapat mengutamakan tujuannya yaitu inklusi keuangan.

Ketepatan Penyelenggara dapat memperoleh bantuan dari sarana pihak

ketiga dalam melakukan E-KYC dengan tetap memperhatikan

pertanggungjawaban pihak ketiga. E-KYC akan mencegah masuknya

pencucian uang dalam P2P Lending dengan didorong oleh sarana

teknologi informasi yang memadai baik dari Penyelenggara maupun

dari pejabat yang berwenang.

5.1.2. Pertanggungjawaban P2P Lending apabila terjadi pencucian uang dapat

berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi.

Penyelenggara bertanggungjawab secara pidana apabila merupakan

pihak yang ikut serta dalam terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana diatur dalam UU 8/2010. Pertanggungjawaban perdata

oleh Penyelenggara didapatkan apabila terdapat kerugian dengan

adanya pencucian uang atau karena Penyelenggara melakukan

penyalahgunaan wewenang dapat dengan Wanprestasi maupun

Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan pertanggungjawaban

administrasi Penyelenggara didapatkan saat Penyelenggara tidak

menerapkan Program Anti Pencucian Uang yaitu berupa peringatan

tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Pertanggungjawaban Penyelenggara didominasi dengan

pertanggungjawaban administrasi.
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5.2.Saran

5.2.1. Diperlukannya infrastruktur dalam teknologi informasi yang layak dan

peraturan perundang-undangan lebih lanjut untuk mendukung

penerapan E-KYC di Indonesia. OJK, BI, AFPI, SWI dapat bekerja

sama dalam membentuk peraturan mengenai E-KYC agar peraturan

menjadi lebih sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia. Dalam

membuat peraturan mengenai E-KYC tersebut perlu melihat dengan

keadaan sarana teknologi informasi di Indonesia apakah telah mumpuni

atau belum. Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika

dapat membantu OJK mengenai pembentukan peraturan mengenai

teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan E-KYC. Perlu

bagi Indonesia untuk memiliki suatu sistem terpadu mengenai data

pribadi agar data menjadi lebih terpusat sebagai salah satu sarana

mempermudah ketepatan penilaian melalui E-KYC .

5.2.2. Pemberian sanksi terhadap P2P Lending harus dilakukan secara

maksimal baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sisi

penegakkan hukum sebagai upaya menghentikan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat pula harus

ditingkatkan agar peraturan perundang-undangan yang ada dan

penegakkan hukum berlaku secara efektif. OJK perlu meningkatkan

kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap

Penyelenggara ilegal. OJK dapat bekerjasama dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika serta kepolisian untuk menutup P2P

Lending ilegal sebagai mitigasi risiko pencucian uang. Dengan begitu

akan tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan

perlindungan bagi masyarakat.
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